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BAB    II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1    Pajak

Kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, dimana tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 

Namun satu hal yang harus diingat bahwa pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita dan lelang serta sanksi-sanksi pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan bertahan terhadap pembayaran pajak.

2.1.1 Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak, oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak.

Pengertian Pajak menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana dalam bukunya Pajak Penghasilan (2002;1) mengungkapkan bahwa :

“Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan Undang-undang sebagian wajib pajak diberikan oleh rakyat kepada Negara, tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dari sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2004;613) mengungkapkan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2003;2) mengungkapkan bahwa :

“1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

  2. Fungsi Mengatur (reguler)”.

Adapun penjelasan mengenai fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

2.1.3 Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini maka akan timbul perlawanan terhadap pajak, seperti yang diungkapkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;2) bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlawanan terhadap pajak, yaitu :

“1. Perlawanan Pasif

  2. Perlawanan Aktif”.

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis perlawanan pajak, yaitu :
1. Perlawanan Pasif
Perlawanan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memgang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. 

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya An inquiri into the Natura and Causes of the wealth of nations dan diterjemahkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;5) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

“1. Equality
  2. Certainty
  3. Convenience

  4. Economy”.
Adapun penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak, yaitu :
1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat Final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai manfaat yang diterima.
2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang  terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus bayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.5 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Pembagian pajak dapat dibagi menjadi beberapa karakter, sebagaimana diungkapkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;8) adalah :

“1. Menurut Golongan


a. Pajak Langsung


b. Pajak Tidak Langsung
  2. Menurut Sifatnya


a. Pajak Subjektif


b. Pajak Objektif
  3. Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat

b. Pajak Daerah”.

Adapun penjelasan mengenai pembagian pajak, yaitu :
1.   Menurut Golongan

a. 
Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
b. 
Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.   Menurut Sifatnya

a. 
Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
b. 
Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3.   Menurut Pemungutannya

a. 
Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.
b. 
Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

2.1.6 Cara dan Sistem  Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;9) menjelaskan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, yaitu :

“1. Cara Pemungutan Pajak


a. Stelsel Nyata (riil stelsel)


b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)


c. Stelsel Campuran
  2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System
b. Self Assesment System

c. Withholding System”.

Adapun penjelasan mengenai  cara dan sistem pemungutan pajak, yaitu :
1. Cara Pemungutan Pajak

a. 
Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b. 
Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. 
Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian juga sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Sistem Pemungutan Pajak
a. 
Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri dari Official Assesment System :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. 
Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c. 
Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban perpajakan, sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana dalam bukunya Pajak Penghasilan (2002;9) mengungkapkan bahwa :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian Subjek Pajak Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;42) adalah :

“1. Orang Pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
  3. Badan
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)”.
Adapun penjelasan mengenai subjek pajak, yaitu :
1. 
Orang Pribadi

Subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.
2. 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti  menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris atau bisa disebut juga dengan warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh waris tersebut dan apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.
3. 
Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.
4. 
Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, dimana yang menjadi objek  pajak adalah penghasilan. Pengelompokkan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan (2006;21) adalah sebagai berikut :

“1.  
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,  seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya,

  2.    
Penghasilan dari usaha dan kegiatan,

  3.  
Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak   bergerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain-lain,

  4.   
Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap dan lain-lain”.

2.2.4 Pajak Penghasilan Bersifat Final
Menurut  Mohammad Zain dan Diana Sari dalam bukunya Perpajakan Lanjutan (2006;21) mengungkapkan bahwa :

“Diantara penghasilan yang dikenakan/dipotong/dipungut Pajak Penghasilan ada yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan”.

Sedangkan menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pelaporan Pajak Penghasilan (2006;23) mengungkapkan bahwa penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan pemungutannya bersifat final, adalah :
“1.  Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh,

  2. 
Pajak yang akan dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh,

  3. 
PPh Final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atau penghasilan bruto”.
Dari kedua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan yang sifatnya Final, tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak tetapi selalu dikenakan pada penghasilan bruto dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata.

2.2.5 Pengurang Penghasilan (Biaya)

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;53) mengungkapkan bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2(dua) golongan, yaitu :

 “1.    Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun,

   2.   
Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari  satu tahun”.

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;53) mengungkapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan menjadi :

“1.     Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya,

2.     Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya”.
Adapun penjelasan mengenai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Pengeluran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.2.6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan (2006;58) mengungkapkan bahwa :

“Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) yang terutang”.
Dalam undang-undang dikenal dua golongan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Dimana bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara perhitungan biasa dan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan. 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Orang Pribadi maupun Badan.

1. PPh terutang dari suatu Wajib Pajak dalam satu tahun pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri (badan, orang pribadi) dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tarif umum pajak dikalikan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Sebelum diterapkan tarif umum pajak, Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

3. Tarif Umum Pajak menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut lapisannya adalah :

Tabel 2.1

Tarif Umum Pajak menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2001

	Lapisan penghasilan kena pajak
	Tarif pajak

	Sampai dengan Rp. 25.000.000,00
	5%

	Diatas Rp. 25.000.000,00  s.d. Rp 50.000.000,00
	10%

	Diatas  Rp. 50.000.000,00  s.d. Rp. 100.000.000,00
	15%

	Diatas RP.  100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00
	25%

	Diatas Rp. 200.000.000,00
	35%


b. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tarif Umum Pajak menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2001
	Lapisan penghasilan kena pajak
	Tarif pajak

	Sampai dengan Rp. 50.000.000
	10%

	Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000
	15%

	Diatas Rp. 100.000.000
	30%


2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:
1. Rp. 2.880.000,00 untuk wajib pajak sendiri.

2. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin.

3. Rp.2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

4. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  
Tabel 2.3

Status dan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
	Status
	Tarif  pajak

	TK/0
	Tidak Kawin Tanpa Tanggungan
	Rp. 2.880.000/tahun

	TK/1
	Tidak Kawin 1 Tanggungan
	RP. 4.320.000/tahun

	TK/2
	Tidak Kawin 2 Tanggungan
	RP. 5.760.000/tahun

	TK/3
	Tidak Kawin 3 Tanggungan
	RP. 7.200.000/tahun

	K/0
	Kawin Tanpa Tanggungan
	Rp. 4.320.000/tahun

	K/1
	Kawin 1 Tanggungan
	Rp. 5.760.000/tahun

	K/2
	Kawin 2 Tanggungan
	Rp. 7.200.000/tahun

	K/3
	Kawin 3 Tanggungan
	Rp. 8.640.000/tahun

	K/1/0
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan suami tanpa tanggungan
	Rp. 7.200.000/tahun

	K/1/1
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan  suami  tanggungan 1 orang
	Rp. 8.640.000/tahun



	K/1/2
	WP kawin istrinya  punya penghasilan               dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 2 orang
	Rp. 10.080.000/tahun

	K/1/3
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 3 orang
	Rp. 11.520.000/tahun


2.2.8 Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Sasaran umum dari diadakannya formula umum ini adalah untuk meminimalkan beban pajak (pajak terutang) yang berada pada lapisan bawah, dimana mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya pajak (biaya fiskal) yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Tabel 2.4
Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)
	1

2
	( - )
	Jumlah seluruh penghasilan

Penghasilan tidak objek pajak penghasilan

	Pasal 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (3)

	3

4
	( = )

( - )
	Penghasilan Bruto

Biaya Fiskal boleh dikurangkan

Koreksi : Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan
	(1-2)

Pasal 6 ayat (1)

Pasal 11

Pasal 11 A

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

	5

6

7
	( = )

( - )

( - )
	Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang pribadi)

	(3-4)

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 7 ayat (1)

	8

9
	( = )

( x )
	Penghasilan Kena Pajak

Tarif

	(5-6-7)

Pasal 17

	10

11
	( = )

( - )
	Pajak Penghasilan Terutang

Kredit Pajak
	(8x9)

Pasal 21 (WP orang pribadi) Pasal 22, 23, 24, 25.

	12
	( = )
	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar
	(10-11)

Pasal 28, 28A, 29.


Untuk membantu pengolahan menghitung Pajak Penghasilan (PPh) ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain :

1. Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (top rate brackets).

2. Percepat atau tunda beberapa penghasilan yang stabil dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan seterusnya.

3. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa Wajib Pajak, seperti pembentukan grup-grup perusahaan.

4. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.

5. Transformasikan penghasilan biasa menjadi “capital gain” jangka panjang.

6. Ambil keuntungan sebesar-sebesarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan.

7. Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.

8. Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.
9. Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang final disebut dengan kredit pajak. Dimana kredit pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. 

Klasifikasi kredit pajak menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan (2006;72) adalah sebagai berikut :

“1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
  2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
  3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
  4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

  5. Pajak yang dipotong atau dipungut, dibayar terutang di luar negeri.

  6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25”.
Adapun penjelasan mengenai klasifikasi kredit pajak yang tersebut diatas :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dalam negeri dari pekerjaan atau kegiatan diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungutan Pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari usaha diatur dalam Pasal 22.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Diperoleh penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak luar negeri dari pekerjaan, jasa, kegiatan dan modal diatur dalam Pasal 26.
5. Pajak yang dipotong atau dipungut, dibayar terutang di luar negeri

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri diatur dalam Pasal 25.

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pada umumnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur mengenai perolehan penghasilan oleh Wajib Pajak dalam negeri dari pekerjaan atau kegiatan.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pelaporan Pajak Penghasilan  (2006;73) mengungkapkan bahwa :
“PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”. 

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;118) mengungkapkan bahwa :
“Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan ”. 
Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain seperti yang tersebut diatas, yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;122) mengungkapkan bahwa :

“Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pegawai Lepas dan Pegawai Tetap, Penerima Pensiun, Penerima Honorarium, Penerima Upah, Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak”.
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri.  Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Pajak Penghasilan (2006;72) mengungkapkan bahwa Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, adalah:
“1.    Penghasilan literatur, penghasilan yang diterima oleh:
a.   pegawai tetap atau penerima pensiun secara berkala,

b. pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai secara bulanan. 

Misalnya: gaji, uang pensiun, bulanan, tunjangan dalam bentuk uang lembur, honorarium (termasuk honorarium dewan komisaris), bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 

2.  Penghasilan tidak teratur  yang diterima pegawai tetap, penerima pensiun, atau mantan pegawai yaitu berupa jasa produksi, tunjangan cuti tahunan, THR, bonus, premi tahunan dan penghasilan lain yang sejenis yang biasanya dibayarkan sekali setahun.

3.  Upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yaitu berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan. 

4. Uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagang yang merupakan calon pegawai.

5.  Penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja, misalnya uang pesangon, uang tebusan pensiun/THT/JHT yang dibayar sekaligus.

6.  Penghasilan tidak teratur lainnya terdiri dari honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang besarnya tidak dihitung atas banyaknya hari kerja yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, gaji, tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya, penghasilan yang diterima komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap”.
2.3.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan

Pada umumnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih terkait dengan karyawan atau pegawai yang mendapat penghasilan. Terdapat 2 (dua) sistem imbalan jasa untuk karyawan yaitu gaji atau imbalan bruto (Take Home Pay), dimana hal tersebut menimbulkan implikasi perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berbeda.

Menurut keterangan yang bersumber dari www.google.com (Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21) menjelaskan secara umum beberapa komponen biaya atau beban personalia yang termasuk kepada biaya karyawan, adalah sebagai berikut :

“1.   
Gaji Karyawan dan direksi (termasuk upah, honor dan sejenisnya)

  2.   
Tunjangan karyawan (semua jenis tunjangan, termasuk kesehatan atau  pengobatan, kendaraan, jabatan, perumahan dan sebagainya)

  3.    Beban dewan komisaris (honor komisaris)

  4.    Bonus

  5.    THR (Tunjangan Hari Raya)

  6.    Asuransi Karyawan

  7.    Lembur

  8.    Beban personalia lainnya”. 

Secara umum dikenal konsep Taxable – Deductible atau Non Taxable – Non Deductible. Taxable biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). Deductible adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban atau biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Pada umumnya jika suatu biya yang terkait dengan karyawan akan terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (Non Deductible) sehingga bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (Non Taxable).
Terdapat beberapa penyimpangan konsep Taxable – Deductible atau Non Taxable – Non Deductible karena adanya ketentuan khusus yang mengaturnya. Bentuk penyimpangan tersebut bisa berupa Taxable – Deductible atau Non Taxable – Non Deductible. Hal ini terkadang menyulitkan Wajib Pajak karena hal ini akan menyebabkan perbedaan objek pajak yang dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahunan dengan SPT Badan khususnya pada pos biaya karyawan.
Menurut keterangan yang bersumber dari www.google.com (Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21) menjelaskan secara umum beberapa pembayaran imbalan kepada karyawan yang harus mendapatkan perhatian ketika melakukan rekonsiliasi antara SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29, adalah sebagai berikut :

“1.    Premi asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja

  2.    Iuran Pensiun, JHT atau THT ditanggung Pemberi Kerja

  3.  Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dananya dari Laba  yang Ditahan

  4.    Imbalan berupa Tantiem

  5.    Biaya Perjalanan Dinas

  6.    Beban Pendidikan dan Pelatihan

  7.    Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan

  8.    Pemberian Natura dan Kenikmatan

  9.    Pembayaran Imbalan dalam Mata Uang Asing”.

Berikut ini adalah uraian secara lebih detail mengenai biaya apa saja yang harus diperhatikan, yang terkait dalam melakukan rekonsiliasi antara SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29, adalah :
1. Premi asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja

Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan pemberian kenikmatan yang non deductible  bagi pemberi kerja dan non taxable bagi karyawan. Namun demikian mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, premi asuransi diatas dapat menjadi deductible sepanjang ditambahkan dalam penghasilan karyawan (taxable).
2. Iuran Pensiun, JHT atau THT ditanggung Pemberi Kerja

Biaya tersebut diatas dapat dikurangkan sebagai biaya (Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang Undang PPh) dan bukan penghasilan karyawan (Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang Undang PPh) deductible and non taxable. Namun demikian terdapat peraturan tambahan dalam KEP-545/PJ./2000, iuran pension yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek saja yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21, jika dibayarkan kepada pihak lain akan termasuk objek PPh Pasal 21.
3. Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dananya dari Laba yang      Ditahan

Pemberian imbalan berupa bonus, gratifikasi dan jasa produksi pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek PPh Pasal 21 deductible – taxable. Namun demikian terdapat ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut diatas SE-16/PJ.44/1992 yang intinya menyatakan jika sumber dana yang dipergunakan untuk membayar biaya tersebut, bila berasal dari Laba Ditahan (Retained Earning) pemberi kerja tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto, tapi tetap merupakan objek PPh Pasal 21 non deductible – taxable.
4. Imbalan berupa Tantiem

Tantiem adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/ jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak, oleh karena itu Tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak tapi merupakan objek PPh Pasal 21 non deductible – taxable.
5. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas biasanya terdiri dari tiga komponen yaitu biaya transportasi, akomodasi dan uang saku.

a. Biaya Transportasi

Pengeluaran untuk membiayai transportasi samapi ketempat tujuan, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau tiket.

b. Akomodasi

Pengeluaran untuk membiayai penginapan selama perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau voucher hotel yang sudah dipesan dilokasi serta pengeluaran untuk biaya hidup selama perjalan dinas seperti makan, laundry dan sebagainya.

c. Uang Saku

Merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan selama perjalanan dinas.

Ada 2 (dua) kebijakan dalam biaya perjalan dinas yaitu diberikan secara lumpsum atau reimbursement, kedua kebijakan tersebut sama-sama deductible – taxable tapi jumlahnya sangat berbeda. Lumpsum semua biaya menjadi taxable, sedangkan reimbursement hanya uang saku saja, tetapi dengan syarat:
a. Tidak ada mark up atau mark down
b. Bukti asli diserahkan ke perusahaan

c. Usahakan atas nama perusahaan, jika tidak bias dapat menggunkan metode qq. Misalnya Sigit qq PT Laliput.

Persyaratan tersebut memang tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perpajakan yang ada, namun syarat tersebut merupakan konsekuensi logis dari reimbursement yang hanya merupakan pengeluaran lebih dahulu untuk kemudian dimintakan ganti.
6. Beban Pendidikan dan Pelatihan

Seringkali dalam praktek karyawan diberikan biaya transport dan uang saku selama mengikuti pendidikan atau pelatihan/ seminar, biaya tersebut sama-sama deductible – taxable tapi jumlahnya sangat berbeda. Lumpsum semua biaya menjadi taxable, sedangkan reimbursement hanya uang saku saja, apabila semua syarat terpenuhi. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara inhouse atau terbuka untuk umum, jika inhouse maka honor instruktur merupakan objek PPh Pasal 21/23, jika terbuka untuk umum bukan merupakan objek PPh Pasal 21/23.
7. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan

Merupakan objek PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dan PPh Pasal 23 bagi badan usaha, apabila biaya perbaikan dan pemeliharaan tidak disebutkan secara detail antara biaya jasa dan materialnya, maka akan secara total akan menjadi objek PPh, tapi jika dipisahkan yang menjadi objek PPh hanya biaya jasanya saja. Kecuali Jasa konstruksi walaupun dipisah tetap secara total menjadi objek PPh.
8. Pemberian Natura dan Kenikmatan

Secara umum pemberian natura atau kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bias dikurangkan dengan penghasilan bruto non deductible – non taxable. Kecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan ditempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan atau jabatannya deductible – non taxable.

Terdapat pengaturan khusus yaitu, biaya kendaraan dinas bagi karyawan hanya diakui 50%, KEP-220/PJ./2002, dan bagi perusahaan yang penghasilannya dikenakan PPh Final maka pemberian natura atau kenikmatan menjadi objek PPh Pasal 21.
9. Pembayaran Imbalan dalam Mata Uang Asing

Dapat timbul selisih kurs karena adanya perbedaan konversi mata uang asing.
2.3.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pegawai atau Pemberi   Kerja
Beberapa pendapat para ahli mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung Pegawai atau Pemberi Kerja, adalah sebagai berikut :
Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;134) mengungkapkan bahwa :

“Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian imbalan atau penghasilan berupa kenikmatan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan”.
Sedangkan menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Penghasilan (2006;93) mengungkapkan bahwa :
“Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk kedalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan”.
Dari kedua pendapat diatas maka disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat dijadikan biaya atau pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Sementara perusahaan sudah mengeluarkan kas sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang setahun dan laba ditahan berkurang sebesar kas yang dikeluarkan.

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Data Penghasilan Tuan A setiap bulan

	Gaji

Tunjangan Anak (setiap anak)

Tunjangan Istri

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Perumahan

Makan siang (natura) 

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dibawa pulang kerumah
	Rp 10.000.000

Rp 100.000

Rp 250.000

Rp 2.500.000

Rp 1.000.000

Rp 150.000

Rp 500.000

	Iuran dibayar oleh pemberi kerja

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Iuran Jaminan Hari Tua

Iuran Pensiun
	Rp 50.000

Rp 25.000 

1,50 % x gaji

1,00 % x gaji

	Iuran dibayar oleh pegawai

Iuran Jaminan Hari Tua

Iuran Pensiun
	1,00 x gaji

1,00 x gaji


Perhitungan PPh Pasal 21

	Uraian
	PPh Pasal 21

	
	Ditanggung Pegawai atau Pemberi Kerja (Rp)

	Penghasilan Bruto

Gaji
	10.000.000

	Tunjangan anak
	200.000

	Tunjangan istri
	-,--

	Tunjangan jabatan
	2.500.000

	Tunjangan perumahan
	1.000.000

	Tunjangan pajak
	-,--

	Iuran yang dibayar pemberi kerja
	

	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
	50.000

	Premi Jaminan Kematian
	25.000

	Jumlah Penghasilan Bruto
	13.775.000

	Pengurangan :
	

	Biaya Jabatan

5 % x Rp 13.775.000 = 688.750

Maximum
	108.000

	Iuran dibayar oleh pegawai:
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	100.000

	Iuran Pensiun
	100.000

	Jumlah Pengurangan
	308.000

	Penghasilan Neto sebulan

Penghasilan Neto setahun
	13.467.000

161.604.000

	Penghasilan Tidak Kena Pajak*
	14.400.000

	Penghasilan Kena Pajak
	147.204.000

	PPh Pasal 21 setahun:**

PPh Pasal 21 sebulan:

1/12 x Rp 23.051.000
	23.051.000

1.920.916

	Tunjangan Pajak
	-,--

	PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan pegawai
	1.920.916


Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemilihan alternatif dapat dilihat dari perbandingan antara Gaji yang dibawa pulang (take home pay), biaya komersial dan biaya fiskal atas pembayaran gaji Tuan A.

	Uraian
	PPh Pasal 21 ditanggung Pegawai (Rp)
	PPh Pasal 21 ditanggung Pemberi Kerja (Rp)

	Take Home Pay
	
	

	Gaji dan Tunjangan
	13.700.000
	13.700.000

	Dikurangi :
	
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	100.000
	100.000

	Iuran Pensiun
	100.000
	100.000

	PPh Pasal 21
	1.920.916
	-,--

	
	
	

	Jumlah
	11.579.084
	13.500.000

	
	
	

	Biaya Fiskal
	
	

	Penghasilan Bruto
	13.775.000
	13.775.000

	Ditambah :
	
	

	Iuran Pensiun
	100.000
	100.000

	Makan Siang
	150.000
	150.000

	Biaya Kendaraan Dinas
	250.000
	250.000

	
	
	

	Jumlah
	14.275.000
	14.275.000

	
	
	

	Biaya Komersil
	
	

	Biaya Fiskal
	14.275.000
	14.275.000

	Ditambah :
	
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	150.000
	150.000

	Biaya Kendaraan Dinas
	250.000
	250.000

	PPh Pasal 21
	
	1.920.916

	
	
	

	Jumlah
	14.675.000
	16.595.916

	
	
	

	Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersial
	400.000
	2.320.916


2.3.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak atau Tunjangan Pajak di gross up
Alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung atau dibayar perusahaan dengan menerapkan tunjangan pajak atau menentukan tunjangan pajak dengan di gross up, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan. Bagi perusahaan, tunjangan pajak dapat mengurangi penghasilan brutonya dan karyawan tetap tidak membayar pajak.

Menurut Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000;134) mengungkapkan bahwa : 

“Dalam hal kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya”.

Sedangkan menurut Muhammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2003;87) mengungkapkan bahwa :

“Biaya yang dikenal sebagai memaksimalkan pengurangan ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan prinsip dapat dipajaki dan dikurangkan yang bertujuan meminimalkan beban pajak”.
Dari kedua pendapat diatas maka disimpulkan bahwa tunjangan pajak yang  diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor, jika karyawan yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau dengan cara di gross up. Dalam tunjangan pajak dengan gross up Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan dengan menambahkan tunjangan pajak kepada masing-masing pegawai yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang terutang atau pajak yang harus dipotong dengan perusahaan. 

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pelaporan Pajak Penghasilan (2006;97) mengungkapkan bahwa :

“Metode gross up untuk menentukan tunjangan pajak”.

Sedangkan menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana dalam bukunya Pajak Penghasilan (2002;294) mengungkapkan bahwa :

“Cara gross up PPh Terutang lebih besar dari pada cara biasa, tetapi dalam prakteknya Wajib Pajak lebih disukai karena PPh yang ditanggungnya, diperbolehkan oleh Undang-undang PPh untuk dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh terutang tahunan, sedangkan dengan cara biasa PPh yang ditanggung tersebut tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan”.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode gross up dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak dan dalam menghitung PPh terutang tahunan dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa : 

“Metode Gross Up dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 45 menyatakan bahwa :
“Tunjangan Pajak Penghasilan adalah Suatu bentuk badan perusahaan yang besarnya terkait dengan jumlah penghasilan pegawai yang bersangkutan, dimana beban ini dikeluarkan sehubungan dengan perusahaan”.
Sedangkan menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a/ keputusan dirjen pajak  no.KEP-545/PJ/2000 pasal 5 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa :

“Tunjangan Pajak termasuk kedalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (taxable) dan bagi perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 huruf a tunjangan pajak dalam bentuk uang ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya dimana besarnya tunjangan pajak yang diberikan tergantung kebijakan perusahaan”.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan pajak merupakan penghasilan karyawan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dimana bagi perusahaan tunjangan pajak merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya.
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Data Penghasilan Tuan A setiap bulan

	Gaji

Tunjangan Anak (setiap anak)

Tunjangan Istri

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Perumahan

Makan siang (natura) 

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dibawa pulang kerumah
	Rp 10.000.000

Rp 100.000

Rp 250.000

Rp 2.500.000

Rp 1.000.000

Rp 150.000

Rp 500.000

	Iuran dibayar oleh pemberi kerja

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Iuran Jaminan Hari Tua

Iuran Pensiun
	Rp 50.000

Rp 25.000 

1,50 % x gaji

1,00 % x gaji

	Iuran dibayar oleh pegawai

Iuran Jaminan Hari Tua

Iuran Pensiun
	1,00 x gaji

1,00 x gaji


Perhitungan PPh Pasal 21

	Uraian
	PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)
	PPh Pasal 21 tunjangan pajak yang di gross up (Rp)

	Penghasilan Bruto

Gaji
	10.000.000
	10.000.000

	Tunjangan anak
	200.000
	200.000

	Tunjangan istri
	-,--
	-,--

	Tunjangan jabatan
	2.500.000
	2.500.000

	Tunjangan perumahan
	1.000.000
	1.000.000

	Tunjangan pajak
	1.920.916
	2.561.222

	Iuran yang dibayar pemberi kerja
	
	

	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
	50.000
	50.000

	Premi Jaminan Kematian
	25.000
	25.000

	Jumlah Penghasilan Bruto
	15.695.916
	16.336.222

	Pengurangan :
	
	

	Biaya Jabatan

5 % x Rp 15.875.917 = 793.796

5 % x Rp 16.576.222 = 828.811

Maximum
	108.000
	108.000

	Iuran dibayar oleh pegawai:
	
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	100.000
	100.000

	Iuran Pensiun
	100.000
	100.000

	Jumlah Pengurangan
	308.000
	308.000

	Penghasilan Neto sebulan

Penghasilan Neto setahun
	15.387.916

184.654.922
	16.028.222

192.338.664

	Penghasilan Tidak Kena Pajak*
	14.400.000
	14.400.000

	Penghasilan Kena Pajak
	170.254.992
	177.938.664

	PPh Pasal 21 setahun:**

PPh Pasal 21 sebulan:

1/12 x Rp 28.813.748

1/12 x Rp 30.734.666
	28.813.748

2.401.145
	30.734.666

2.561.222

	Tunjangan Pajak
	1.920.916
	2.561.222

	PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan pegawai
	480.229
	-,--


	Uraian
	PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)
	PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang di gross up (Rp)

	Take Home Pay
	
	

	Gaji dan Tunjangan
	15.620.916
	16.261.222

	Dikurangi :
	
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	100.000
	100.000

	Iuran Pensiun
	100.000
	100.000

	PPh Pasal 21
	2.401.145
	2.561.222

	
	
	

	Jumlah
	13.019.771
	13.500.000

	
	
	

	Biaya Fiskal
	
	

	Penghasilan Bruto
	15.695.916
	16.576.222

	Ditambah :
	
	

	Iuran Pensiun
	100.000
	100.000

	Makan Siang
	150.000
	150.000

	Biaya Kendaraan Dinas
	250.000
	250.000

	
	
	

	Jumlah
	16.195.916
	16.836.222

	
	
	

	Biaya Komersil
	
	

	Biaya Fiskal
	16.195.916
	16.836.222

	Ditambah :
	
	

	Iuran Jaminan Hari Tua
	150.000
	150.000

	Biaya Kendaraan Dinas
	250.000
	250.000

	PPh Pasal 21
	
	

	
	
	

	Jumlah
	16.595.916
	17.236.222

	
	
	

	Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersial
	400.000
	400.000


Memperhatikan ikhtisar alternatif-alternatif tersebut di atas, pilihan dijatuhkan pada :

1. Alternatif ke-4 sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang merupakan yang terbesar dan dilain pihak perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya , sedangkan pada alternatif ke-2 yang menunjukkan take home pay yang sama tidak dipilih, sebab selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal merupakan selisih terbesar.

2. Selisih terbesar yang terdapat pada alternatif ke-2 tersebut, disebabkan oleh adanya kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambah dengan Iuran Jaminan Hari Tua dan Biaya Kendaraan dinas sehingga seluruhnya akan berjumlah selisih terbesar.

3. Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar tersebut tampaknya  seperti suatu pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajaknya akan lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang pun akan menjadi lebih kecil dengan catatan bahwa penyusunan strategi perpajakan jangan sampai menghambat strategi komersial lainnya dan malahan harus saling mendukung satu sama lainnya.

2.3.7 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdiri dari induk Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Tabel 2.6
Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 dan lampiran-lampirannya
	No
	Kode Formulir
	Nama Formulir
	Keterangan

	1
	1721
	SPT Tahunan PPh Pasal 21
	Induk SPT

	2
	1721-A
	Daftar Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)
	Lampiran I

	3
	1721-A1
	Penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau pension/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)
	Lampiran I-A

	4
	1721-A2
	Penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat Negara dan pensiunnya
	Lampiran I-B

	5
	1721-B
	Daftar Pegawai Tidak Tetap/ Penerima Honorarium dan penghasilan lainnya/Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 bersifat Final/pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
	Lampiran II

	6
	1721-C
	Daftar Penghasilan yang dibayarkan kepada Pengurus/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Tenaga Ahli.
	Lampiran III


2.4 Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Bentuk badan dari pembayaran pajak adalah sistem perpajakan di semua Negara hampir memiliki perlakuan yang berbeda atas kewajiban pembayaran pajaknya, tergantung dari bentuk badan Wajib Pajak, apakah perseroan, perseorangan, partnership, trust, atau bentuk badan lainnya. Dimana masing-masing dari bentuk badan dari Wajib Pajak akan memperoleh perlakuan (treatment) yang berbeda mulai dari beban pajak (tax burden), pengurang-pengurang (deduction) yang diberikan, maupun tarif yang digunakan.

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak (2001;5) mengungkapkan bahwa :

“Beban pajak langsung pada umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah”.

Sedangkan menurut Muhammad Zain  dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2003;179) mengungkapkan bahwa : 

“Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dialokasikan untuk periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif orisinil dikalikan dengan penghasilan sebelum pajak yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak dibagi menjadi beban pajak langsung dan beban pajak tidak langsung, dimana yang menjadi objek pengenaan beban pajak adalah orang pribadi dan badan. Beban pajak ini dialokasikan untuk periode yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.1 Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Menurut Gustian Djuanda & Irwansyah Lubis dalam bukunya Pelaporan Pajak Penghasilan (2006;13) mengungkapkan bahwa :

“Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal”.

Tabel 2.7

Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan 

Laporan Keuangan Fiskal 

	KETERANGAN
	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL
	LAPORAN KEUANGAN FISKAL

	Dasar Penyusunan
	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
	Standar Akuntansi Keuangan disesuaikan dengan Undang-undang pajak yang berlaku

	Konsep
	1. Dasar Akrual

2. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper metching cost & revenue).

3. Konservative yaitu konsep hati-hati: mungkin rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebgai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment, contoh :

· Penyisihan kerugian piutang

· Penyisihan potongan penjualan

· Penyisihan retur penjualan

· Penyisihan klaim

· Penyisihan setelah biaya penjualan

· Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga

· Penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah

· Kerugian piutang (metode langsung dan metode penyisihan)

4. Materialitas digunakan oleh Auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian Laporan Keuangan Komersil.
	1. Akrual Stelsel

2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan penghasilan yang merupakan objek PPh.

3. Konservatif tidak digunkan.

4. Materialitas digunakan oleh Auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian Laporan Keuangan Komersil tidak digunakan. (selain bank & SGU dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).



	Tujuan
	· Menghitung laba bersih

· Mengukur kinerja

· Mengukur keadaan posisi keuangan

· Mengukur keadaan kekayaan

· Laporannya untuk pihak ketiga dan manajemen
	· Menghitung besarnya pajak terutang

· Laporannya untuk pihak fiskus

	Akibat Penyimpangan
	· Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen

· Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditor, investor, pemilik perusahaan
	Sanksi di bidang perpajakan:

- Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan

- Sanksi pidana berupa kurungan atau penjara


Menurut Muhammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2003;17) mengungkapkan bahwa rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil ke Laporan Keuangan Fiskal atas dasar konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan ketentuan fiskal sebagai berikut :

“1. Beda Tetap Penghasilan 

  2. Beda Tetap Biaya

  3. Beda Tetap Murni”.

Penjelasan dari rekonsiliasi (penyesuaian) Laporan Keuangan Komersil ke Laporan Keuangan Fiskal diatas adalah sebagai berikut :
1.   Beda Tetap Penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan penghasilan tetapi undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) bukan penghasilan,

b. Penerimaan yang menurut  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bukan merupakan penghasilan tetapi menurut undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penghasilan,

c.   Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final.

2.
Beda Tetap Biaya adalah pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan beban tetapi menurut undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) tidak boleh dikurangi penghasilan bruto. 

3.   Biaya Tetap Murni

a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,

b. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final,

c. penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali di daerah tertentu, makanan, minuman yang diberikan kepada karyawannya,

d. bantuan atau sumbangan,

e. sanksi administrasi perpajakan,

f. kerugian usaha dari luar negeri,

g. kerugian karena penjualan/penghasilan aktiva dan atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan,

h. PPh pasal 21 dan atau 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode gross up.

2.4.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terdiri dari induk Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Tabel 2.8
Induk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 

Badan dan lampiran-lampirannya

	No
	Kode Formulir
	Nama Formulir
	Keterangan

	1
	1771
	SPT Tahunan PPh WP Badan
	Induk SPT

	2
	1771-I
	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan luar usaha
	Lampiran I

	3
	1771-II
	Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain oleh PPh yang ditanggung pemerintah
	Lampiran II

	4
	1771-III
	Penghasilan Neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri
	Lampiran III

	5
	1771-IV
	Daftar penerima Deviden, Bonus, Tantiem dan Gratifikasi
	Lampiran IV

	6
	1771-V
	Daftar susunan pengurus/Komisaris/Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, Daftar Cabang/Badan Anggota Koperasi
	Lampiran V

	7
	1771-VI
	Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
	Lampiran VI


2.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Badan

Tabel 2.9

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

	Penghasilan termasuk Objek Pajak 

(yang bukan dipungut secara Final)

Harga Pokok Produksi sesuai dengan undang-undang pajak

Jumlah Penghasilan Bruto

Pengurang Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiskal

Jumlah Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun

Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif Pajak (Pasal 17) x PKP

Kredit Pajak :

a. Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan pemungutan pihak lain:

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

b. Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan:

PPh Pasal 25

Fiskal Luar Negeri
	XXX
XXX ( - )

XXX

XXX ( - )

XXX

XXX ( - )

XXX 

XXX ( A )

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX ( - ) ( B )

XXX ( C )


Keterangan :

Jika, (A) > (B) maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan (PPh) Kurang Bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Jika, (A) = (B) maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan (PPh) Nihil, tidak ada pembayaran pajak terutang.

Jika, (A) < (B) maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan (PPh) Lebih Bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

2.4.4 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Waktu
Menurut Muhammad Zain dan Diana Sari dalam bukunya Perpajakan Lanjutan (2006;38) mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam 3 (lima) kelompok, sebagai berikut :
“1.    
Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences)

  2. 
Perbedaan Waktu/Sementara (Timing Differences – Temporary Differences )

  3.  
Kompensasi Kerugian (Operating Loss Carryforwards)”.
Adapun Penjelasan mengenai kategori diatas, adalah sebagai berikut :
1. Perbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

a. Ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. 

Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (Interperiode Income Tax Allocation), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingnya (Counterbalance). 
Pada perusahaan yang ada Penghasilan Tidak Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan Sebelum Pajak, sedangkan apabila pada perusahaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan Beban PPh. Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi.
2. Perbedaan Waktu/Sementara (Timing Differences – Temporary Differences )

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan, yaitu :
a. Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan alokasi pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode

b. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode, apakah pendekatannya secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu tertentu saja dan apakah akan digunakan metode tangguhan (the deffered method) yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan, atau metode pajak neto (the net-of-tax method)

Jikalau hal ini dikaitkan dengan PSAK 46, maka yang dipakai dalam PSAK 46 adalah Metode Tangguhan (the deffered method) yang berarti bahwa PSAK 46 menggunakan Alokasi Pajak Interperiode secara komprehensif. Hal ini menunjukkan pula bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK, akan terdapat :
a. Pada laporan laba/rugi (Income Statement) akan terdapat Beban Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan tarif orisinil dikalikan dengan penghasilan sebelum pajak.

b. Pada neraca (balance sheet) akan terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang dihitung berdasarkan tariff orisinil dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

c. Apabila terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Tangguhan (deffered income tax) maka dalam perhitungan hendaknya berdasarkan tariff orisinil dikalikan dengan perbedaan waktu pada saat terjadinya perbedaan tersebut.

Dengan asumsi hanya terdapat perbedaan waktu dan tidak ada perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh), dapat disimpulkan bahwa :

	Beban Pajak
	Penghasilan Sebelum Pajak X Tarif Pajak Penghasilan (PPh) (setelah penyesuaian dengan perbedaan permanen)

	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
	Penghasilan Kena Pajak (PKP) X Tarif PPh

	Pajak Penghasilan (PPh) Tangguhan
	Perbedaan Waktu X Tarif PPh


Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa :

a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (taxable amounts) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat  nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila taxable temporary differences dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat future tax liability yang sama dengan deffered tax liability.

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amount) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila deductible temporary differences dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat future tax refundable. Jumlah future tax refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah deffered tax asset.
3. Kompensasi Kerugian (Operating Loss Carryforwards)

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan, apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.
Hubungan antara Penghasilan Sebelum Kena Pajak menurut pembukuan (Pretax Accounting Income) dengan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income) dapat digambarkan sebagai berikut :






Gambar 2.1

Bagan Hubungan antara Penghasilan Sebelum Kena Pajak menurut pembukuan (Pretax Accounting Income) dengan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income)

Penghasilan Sebelum Pajak


(menurut pembukuan)


(Pretax Accounting Income)





Perbedaan Permanen 


Koreksi Fiskal Positif dan Negatif





Undang-undang umumnya bersumber dari:


Pasal 4 ayat (3) “Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak”


Pasal 9 ayat (1) dan (2) “Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya”


Pasal 18 “Kewenangan”


Peraturan Pemerintah


Keputusan Menteri Keuangan


Keputusan/Surat edaran Direktur Jenderal Pajak





Perbedaan Temporer 


Koreksi Fiskal Positif dan Negatif





Undang-undang umumnya bersumber dari:


Pasal 6 ayat (1) huruf h 


Pasal 10 ayat (6) 


Pasal 11 dan Pasal 11A


Peraturan Pemerintah


Keputusan Menteri Keuangan


Keputusan/Surat edaran Direktur Jenderal Pajak








Penghasilan Kena Pajak


(Taxable Income)
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